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Mcngingat 

WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN DAERAH KOl'A PALEMBANG 

NOMOR 4 TAlIUN 2011 

TENTANG 

PENYELENGGA.RAAN DAN RETRIBUSJ PENGENDALIAN 
MENARA TEI,EKOMUNIKASI 

DENGAN RABMAT TITH.ANY ANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

11. bahwa pembangunan dan penggunaan .menara telekomunikasi sebagai !;3}ali satn 
infrastrukt:ur _pendukung dalwn penyelenggar.1W1 ttJlekQmuni.kasi ha.ms 
mempc;rhstikliu efisiensi, kenyamanan, keamiinan l.inglrungan, clan cstetika 
lingkungnn ; 

b. bahwa un1uk mendulrung pelaksaoaao pembangunao menara telekomunikasi da.n 
dnlam rangltn,meningkJitkaIL.rasa !ll]lBJl. nyWilllll, dan ttJoteram bagi masya.rakBt 
di sclcitar lokasi pcndirian meo.iro telekomunikasi dan untuk. mengantisipasi 
kemungkirum tlli'buruk dari keberadaan menara telckomanikasi, ma.Ira secara 
periodik Pcmer:intah Koui Palembang perlu melilkukan pengawasan, 
pengecekan, penge.ndnlinn, dan penanggulangan meoara telekonumikasi di Kota 
Palembang ; 

c. babwa untuk mcndukung kegiatan penyelenggaroan pem~ntahan dnerah. dalam 
raogka menlogkatkan efisiensi dan cfektivilas pcnyelen.ggaraan pemerintahan 
clan pelayanart kepada masyarakat, maka berdllSIIIkan Pasal l 10 Uoda.ng­
Undaog Nomor 28 Tahllll 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah, 
pada prinsipnya Pemcrintah Kota Palembang berhak da.n berwenang memungut 
Retribusi Pengendolian Menara Tele~omunikasi ; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangao sebagainl8lla dimaksud do.lam buruf a, buruf b 
dan huruf c, perlu membentuk Peratumi1 Daemh tentang Penyclenggm:aan clan 
Retribusi Pengendolian Menara Telckomunikasi. 

I. Undang-Ondnn_g Nom9r 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkal ll 
da.n Kompraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1959.' Nomor 73, Tnmbalum Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2. Undang-UodangNomor 8 Tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana (Leml5a(an 
Negara Rcpublik .Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran 
Negara Republik lrulonesia Nomor 3209); 

3. Uodaog~Uodang Nomor -36 'faun 1999 tentang Telekomunikasi (l.<!mbaran 
Negara Republik Ind0nesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahau Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3881 ); 

4. Undnng,Uodmig Nomor 10 Tamm 2004 tentang Pembentukan PeratUrjlll 
Perundang-undangan (Lcmbarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Unda.ng Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan Daemh 
(Lelilbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Trunbahan 
Lembaran Negara Republik lndooesia Nomor 4437 ) $Cb\lgaimana tel.ah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang. 
1entang Perubahan Unda.ng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerinlahan Oaerah ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59,Tambahan Lemhruan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Uodaog-Ondang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pc--nanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tnhun 2007 Nomor 67, Tambahau. L~mbaran 
Negara Rcpublik Indonesia .Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 tentaog P~nataim Jlwmg (Lembamn 
Negara Republik Indonesia Tiilnm 2007 Nomor 68, Tambahao 1-embara.u 
Neg.am Rcpublik Indonesia Nomot 4 725); 

8, Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 remang Pajak Da.ctab d.an RetribU!,i 
Daerah (.Lembaran Negar.i Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
To.mbahan T .embamn Negara Republlklmlonesia Nomor 5049); 

9. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 20.09 tentang Perlindungan dan Pcngclolaan 
Lingkungao Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaian Negara Republik lodooesia Nomor 5059); 

10. Peraturan l>emcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanoan Undang -
Undang Norn or 8 Tahun 1981 -tcntang ll ukum ru:.ara Pidana (L~baran Negnm 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252); 

11. Peraturan Pemerinrah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi (Lembanin Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 107, Tambahan Lembarao Negrua.Republik Indonesia Nomor 3980); 

12. Pcraturan Pemcrintah Nomor 53 Tah.un 2000 tentang Penggunaan S:pektrum 
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembruµ Negara Republik Lndones.ia Tahun 
2000 Nomor I 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3981); 

13. Pcmruran Pemerinlab Nomor 70 Tal1Un 200 I tentang Kcamanan clan 
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Lndonesia Tnhun 200 I 
Nqmor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 4075)~ 

14. PeraWmn Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolW!ll Keuaagan 
Uaemb (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republilc l ndoncsia Nomor 4'578); 

I 5. Pemruran Pemer.intab Nomor 79 Tahun 2005 tentang l'edoman Pembiuaan dan 
Pengawasan Penyeleoggnraart Pemctlntahan D.wrab (Lembnran Negara 
Republik Indonesia Tahun 200.5 Nomor 165, Tambahao Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia No.rnor4593); 

16. Peratura.n Pemerintah Non1or 38 Tahuo· 2007 tenrang Pembagian Umsan 
Pcmcrintahan antara Pemerintah, Pcmerintalian Dacmili Provinsi ciao 
l'emecintahan Dacrah KabupaleiiLKota (Lemharan Negara Republlk. Indonesia 
Tabun 2007 Nornor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

1'7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 TahWl 2007 tentang Tata Cam Pelaksnnaan 
Kerja Sama Dae.rah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tal1Un 2007 Nomor 
I 12, Tambahan Lembaran Neg.am Republik Indonesia 476 1); 

18. Pemturan Pcmcrinrah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RCllCllnll Tata Ruang 
Wilayab Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 
48, Tambahan Lcmbaran NegarctRepublik Indonesia Nomor 483); 

19. fleraturan Presiden No1uor I Tatum 2007 tentang Pengesahan, Peogundangan, 
dan Penyebarluasan Pem1ur.w Penmclaog-undangan; 

20. Persturan Menteri Komunikllsi dan Informatika Nomor 
02/PER/M.KOMlll.TFO/3/2008, lClllallg Pedoman Pernbangunan dan Pcoggunaan 
MenaraBcrsama Telekomunikas.i; 

21. Pcratur:ail Bersama Mentcri Dalilm Negeri, Menteri Pekerjaan IJmum, Mcnteri 
l<omun.ikasi dao lnfonnatika dan Kepala Badan Koordinasi ciao Penanaman 
Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 
I 9/PER/M.KOivlINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedomon 
Pembangunan dan Penggnnaan Bersama Mcnara Telekomunikllsi; 

22. Pemturan Daerah.K.ota: Palembang Nom·or 8 Tahu11 4000 tentang Reocarui Tata 
Ruaog \Vil.ayah .Kota Palembang 1999-2009 (Lembamn Dacrah Kota 
Palembang Tahlm 2000 Nomor 11); 

23. Pcraturan Daerah Koia Palembang Nomor 6 I'ahun 2008 tell1ang Urusan 
Pemerintah Kohl Palembang (Lembaran Dacrah Kot.a Palembang Tahun 2008 
Nomor6); 
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24 . . p~1uranDaerah Kota Palembang NomQr 9 Tahon 2008 tentllllg Pembentukan, 
Susunnn Orgnnisasi dan Tata Kcrja DlruisDaenih Kota Palembang (~baran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9); 

25. Peratur:an Daernh Kota Palembang No.lilor 5 Tehun 2010 tentang lzin 
Mendirikan Bangunan (Lcmbaran Daerah Kotn Palembang Tahon 2010 
Nomor5); 

26. £cratw:an Daera.b Kota Palembang No)ll0r & Tahun 2010 tentang Retribusi lzin 
Mendirikan Bangunan (Lcmbaran Daeroh Kota Pnlembang Tahuo. 2010 
Nomor8). 

Dengan Persetujwm Benama 

DEWAN l'ERWAKILANRAKYATDAERAUKOTAl'ALEMBANG 

dan 

WALIKOTAPALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAB TENTANG PENYELENGGARAAN DAN 
RETIUBUSJ PENGENDALIAN ME.NARA TELEKOMUNJKASJ. 

Bi\Bl 
KJITENTOAN OMUM 

l'asall 

Dnlam Peratm:an Daerah ini yang dimeksud dengan : 

1. Daerab adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adnlnh Pem~cintmKota Palembang 
3. Walikota adalah Walikota Pal.embnng. 
4. Dlnas Tata Kota adalnh OinasTata KoraK01a Palembang. 
5. Dinas Komunikas.t dan lnfoanatika adalah Dinns l<omunikas.i clan lnfqrmatika 

Kota Polembang. 
6. Saluan Kerja Pcrangkal Daerah yang selanjUlnya disingkllt SKPD adalab SatUllll 

Kerje Perangkat Daerah.di Lingkungan Pemerinlah Kota Palembang. 
7. Kas Umum Daerahadalah.Kas UruumOaerah Kota Pale.mbllllg. 
8. Sadan adalah sekumpulan orang dal')latau modal yang:merupakankesaluan, baik 

yang melakukru1 usaha maupun yang tidek melakukan usaha yang rneliputi 
perseroan terbatas, pen;eroan koma:ndiler, pem:roan laianya, badan 11$11llll milik 
negara (BUMN), ata\l badan usaba milik daerah { RUMD} dengan nama den 
dalam benluk apa pun, linna, kongsi, koperasi, dana pensiun, perse.kutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial poli'1k, alJ1ll 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk k.onlrak 
iuvcstasi kolcktifdan bcntukusaha t.ctap. 

9. Telekomunikasi adalah seliap-pemancanin, pengiriman dun/atau penerimaan dari 
setiap infonnasi dalllm bentuk mnde-tanda, isyo.rat, tulisan, gambar, suara, dan 
bunyi melalui slstem kaw'at, optik, radio, atau sistcm elektromagnctik lainnya. 

lO. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kcgiatan penyediaan <Ian pelayanan 
telekomuuikasi sehingga memungkinkan tersclenggaranya tclekomuuikasi. 

11. Telekomunikasi Khusus adaiab Pmyelenggaraan telekomunika:si untuk 
meleorologi dan geofisika, telt:visi siaran, radio siaran, amalir n3dio, kom\llllkasi 
radio an!Jlr penduduk dan penye.lenggam telekonmnikasi khusus instansi 
Pemerintah ter1en111/swasta. 

12. Menara adalah bangunan l:hu.c;us yang berfuogsi sebagai semna penunjang untuk 
mene:mpalkan p1.,-ralatan telekomunikasl yang desain atau benluk k.onslruksinya 
disesneikJlll dengan keperluan penyelenggarnan telekomunikasi. 

13.Meaara Telekomunikasi adalah bangunan yang becfimgsi sebagai penunjang 
jarlngan telekomunika.5i yang d.esain/bentuk konstruksinya disesuaiknn dengan 
ki:pedullil jaringan lo:lckomunika:.i . 

14. Meruun Telekomunikas.i Bersamn adelah menara yang ditempatkan diata~ f/lnah 
dan /atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (Liga) 
penyelenggllrll telekomunikasi. 



4 

15. Meaar.1 TelekQmunikasi Khusus aclalah menaril yang berfUJ1gsi sebaglli 
pcnunjang jaringau telekomunikasi k.husus. 

16. Meruira Telekomunikasi Rangka adalilh m\filW"!I telekomunika.5i yang 
bangWJilJJilya merupakan rangkn haj;i yang diikat olcb berbagai. simpul untuk 
meoyatukan. 

17. M~ Eksisting adalah menara telckomunikasi yang telah berdiri dnn 
beropcrasi di Daerab hiogga periode penyusunan cell plan berd.asarkan basil 
survey bulan Mei 200!) untuk meuara tclekomunikasi yang mempunyai itin 
bangWlan. 

18. Peoyedia Menara Tclckomunikasi atlalah badan usaha yang membangun, 
memiliki, menyediakan sertil menycwakan menara teleko~i untuk 
diguuakan bersama oleh penyelenggara telekomUJJikasL 

19. Transmisi Utama (backbone) adalah jaringan u;lekomunika~i utama yaug 
bccfwigsi ~bagai jaring;m penghubung utama 

20. Surat Keterangan Rcncana Kota (Advis Planning) Meruu-.i. Telekomunikasi 
adalab Surat Keterangau k.husu.s yang diberikan untuk melnkukan kegiatan 
membangun menara tclekomunikasi. 

21. BangUlliUl Gedung adalab wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang m·cny11tu 
d11Iigan tempat keduduknnnyn, sebagiall atau seluruhnya berada di atas dan/atau 
di dalaru tnnah dan/atau air, yang berfwigsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatau, b.uk untuk hunum utau u:mpat tinggal> kegia1an kcagamaan. kegiatan 
usaha, kegiatan·sosiai, budaya maupwi kegiatan khusu.5. 

22. Bangunan Menaro Telekoomni.kasi adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksl 
yang .mcnyatu deugan tempat kedudukannya, sebagian ntitu seluruhnya l>Qrada di 
alaS wm/ato.u di d.aJrun t.anah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat 
manusia mclakukan kegiatan. 

23. Bangu!Ulll Pele.ngkap Mclllll'll TclckomWlikasi adaluh bangunan-hanguoan yang 
mcrupakan perwujudan fisik yang ridak dihun.i manusia yang betfungsi sebagai 
samna penunjang jaringan utl litas amata lain dueling, manhole/handli<ile, gardu 
listrik, rumah kabel, tianglmenarn telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan 
tclekomunikasi serta lainnyn yang bccada diatas ranah. di bawuh Laru1h dan di 
dalam laut. 

24. Zona adalah ~ area persebaran pclctakan meoard telekomunikasi 
berdaslukan potcnsl ruaog }'8Dg tersedia. 

25. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona ores dahun radius terteotu dari titi.k pusat 
area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting pcr-posisi menara selama 
kegialan penyusllllllll cell plan. 

16. Zona Cell Pl.an Mcnara Baru adalah zona yang akru1 mengakomodasikan 
kebutuhan pcnyedia menara unruk membangun menara-menara baru. 

27. Zona Cell Pl811 adalah wna area dalam radius tertentu dari tiiik pusat area cell 
plan yang terdiri atas 7.0na-wna area yang berisikan menara eksisting yang nkan 
menjadi bagian dari me.nara bemi:na danzona-mna baru untuk mcngakomoda:si 
kebutuhan pembangunan menaro-menara barn, 

28. Cell Plannfog adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zooa area untuk 
pcn.cmpatan menara-menaro telekomunikasi selular dengan menggunakan 
SUlndar it-knik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pcmcn.uhan 
kebutuhan cover~ area lay8.llllll dnn kapasiias trafik layanan selurar. Cell 
Planning secar:a utuh adalah ~ll-plan yang dib,ual dengan menghrumonisasi.kan 
kepentingan ieknis selular dnn keindahan linglnmgan sena menyesuaikan dengan 
atumn yang berlaku di Pcmerintah Kolll t.erkal t dengan RTRW (Rencana Tatil 
RU!lllg dan Wilayah) danRencana Rinci di KotaPaJ.embang. 

29. Titik Cell Plan adalah 1itik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan 
koordi:na! gcogra.6s (longitude, !attitude) yang mcmbcntuk zona PQla persehar;m 
M~ Bersama dalnm sebua,l:ulldius yang ditentukan di dalom peraturan ini. 

30. Radius Z-0na adalab besamn jarok yang berganlwig kepada kondisi geografo; clan 
kepadatan telekomunikBSi di scbuah kota. 

3 1. Asel Doerah adalah scmua kekaywm yang be1w1y11d, baik yang bergerak maupu.n 
yang li.dak bergerak dan balk yang d.imiliki .maupu.n yang dikuasai olell 
Pemer!nl$ yang dapat dimanf3J\l.kan u.ntuk membangun menara telekomunikasi. 
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32. Operator udalnh perseorang,nn, badan, instansi pemerinlah yang 
menyelengganikao jesa telekomWlikasi dan telekomunilcasi khusus yang 
mendapa.t izin untuk melakukan kcgiatannya. 

33. Base Transceiver Station yang selnnjurnyn disingkat BTS adalah perangkat radio 
selulnr (he.rikut anrenna-oya) yang berfungsi untuk menghubungkao aolara 
bamlphone dengnn perangkot selular. l3TS memiliki kapasitns penonga11an 
pcrcakapan den volume dam (traffic handling capacity). Sebuah DTS dan 
beberapa BTS dapat ditempalkan dalaln sebuah menara telekomunikasi. 

34. Komuflasc adaJah penyesuaiun desain benruk mcoara tclckomunikasi ynng 
diselaraskan dengan lingkuogan di mana meoara tersebut bemdo. 

35. K.awasan Kes.-lamatan Opemsional Pcnccbangan yang selanjutnya discbut 
KKOP adaJah tanah dan/atau perairan disekiw bandar udara yang dipergUDllkan 
untuk kegiatan operasi penerbangan. 

36. fnstalasi Pcnyalur Petir adalah Alat yang fungsinya unruk mcnyalurkan petir kc 
bumi 

37. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang basil nkhimya bcrupa bangunan atau 
konstruksi yang menyatu dengo.n lahan tempat kedudukannya bail: digunokan 
sebagai tempat tinggal atau sarans k.egialan lninnyn. 

38. wn Gangguan kepada orang pribadi ruau badan di lokasi tertenru ynng dopat 
mcnimbulkan bahaya,.keruginn. dan ganggu.nn, ridnk tcnnasuk tcmpal usaha ntnu 
kcgiat&J y8lJg 1dah ditcotukllll oleh Pcmedntall l'USlll a1au Pemerinliih Oaeroh. 

39. Rekomendasl odalab izin yang barus diajukan dan diperoleb scbclum dilakukan 
pendirian/pembangunan menara telekomunilwi dan sebelwn diperoleh izin•izin 
lain terkait dcogan pendirian/pembangnnan mcoara tclckomunik.asi. 

40. Jasa adalah kegiatan l)cmerimaJ1 Kota berups usaba dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, a1au kemnnfnatan Jainnya yang dapal dinikmati 
olcli orang pribadi al3u Badon. 

41. Pengelola menara adalab badan usaha yang meo.gelola dan/atau mengoperasikan 
menara yang dimililci oleh pihak lain. 

42. Penyedia jasa konstrubi adulah orang perseorangan atau bodan yang k,:giatan 
usahnnya mcnyedjaklln layanan jasa konstniksl. 

43. Jaringan utama ndalah baglan dari jaringan infmstruktur tclckomWlikasi yang 
menghubungkan berba.gai elemen jaringan tclcknmunikasi yang dapat bcrfungsi 
sebagai ce,urol trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller 
(BSC)/ RadioNetwork Controller (RNc.;J, dao jacingon tmnsmisi utama 
(backbone tranrmls.fio1,). 

44. J7jn Mendirlkan Bangunan Menam yang sclanjutnya disingkat 1MB Mcaara 
adalah izin mendirikan baugunan yang diberiknn olcb Pemerintah Daeroh kepada 
pemililc menara 1elekomunikasi untuk membaugun baru o.tou mengobab mcnara 
sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan tcknis }'llllg berlaku. 

45. Stondar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkal SNI, adalab slandar yang 
cliletapkan oleh Sadan Stamlardisasi Nasional dan oorlQku secam nasionol. 

46, Rcttibusi jasa umum ndaiah pungutan daerah sebago.i pembayaran a1as jasa yang 
disediakan 1113U diberikan olch Pemerinlah Kolll unruk tujuan Leq,m,ingan dan 
kemanfuatnn 1unUlll sen.a dapat dinikmati olch orang-pribadi all!u Badan. 

47. Wajib Retribusi adalah orang pribacli alau Badon yang memnut pernturnn 
perundang-undangan retribusi d.i~'ajibkan untuk melakuknn pcmbayaran 
rc1ribusi, termasuk pemungul Rlau pemolong rellibU$i 1erten1u. 

48. Mnsa Retribusi odalah suatu jungka wakru tertenru yang merupaklln bato.s w111ctu 
bagj Wajib Relribusi imtuk memanfaatk.an jasa um.um dari Pemerintah Kola. 

49.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkal SSRD adalah bukti 
pcmbaya.ran al3u penyetoran relribusi yang telab dilakukan dengan 
menggunokan fom1ulir atau telab dilakuknn dengan cam lnin l:e Kos Umum 
Daerah mclalui tcmpat pembnynran yang ditunjuk oleh Walikota. 

SO. Surat Ke1e1apan Rctribusi 0-.ierob yang selanjulJlya disingkat SKRD adalah surat 
kctctapan retribusi yang mcncotukan besamyo jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

SI. Sumi Kctctapan Retribusi Dacrah Lcbih Bayar yang sclonjutnya disingkat 
SK.RDLB adalab Sumi kctctapan n.1ribusi yong ruenen1ukan jumlah kelcbihan 
pembayaran relribusi karena jumlab krodit retribusi lebih besot daripada retribusi 
vo "n-t-.n-'t'f.-,nn o t o \t ooh'lff"'l 1"'" vt:t ,t,f"'L,. iA:n1t o " n 



6 

52. Surat Tagihau Rctribusi Uaerah, yang selanjutnyn disiogkat STRD adalah Surat 
untuk melakuknn tagihan rctribusi danfatau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau dcnda. 

53. Retribusi pe,igendalian mcllllnl 1clukomunikasi adalah pungutan Dacrah sebagai 
pcmbayaran a1as jasa peogawasan, pengendallan, pcngccckan, dan pemantauan 
1erhadnp perizlnan mcnara 1elckomunikasi, keadrum fisik mcoara tek:komunikasi, 
dan poteosi kemungkinan timbuloya gangguan alas berdirinya mcnara 
telekomunilcasi yang dilaksanakan oleh Pemcriniah Daerah uotuk kepentingan 
orang pribadi ntau Bndan berkaiian. 

54. Pemcriksaan adalah serangkainn kegiatan mcnghlmpun danmengolah da1a, 
keierangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sccara objektif dan profesional 
bcrdasarkan ~-uatu staruior pemeriksaan unruk menguji kepatuhan pemeouhan 
kewajiban retribusi dan/atau untuk rujuan lain dalam ran&(<a mclaksaookao 
ke1entuan peraturao perundnng-undnngan retribusi daerah. 

55. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah semli~kaian tindakan yang 
dilakukan oleh Peoyidik untuk mcncari serta mcngumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu_ membuat ierang tindok pidana di bidang retribusi yang terjadi sertll 
mcncmukan tcn;angkanya. 

BAB II 

PEMDANGUNAN M.ENARA 

Bagian Kesatu 
Perizinan 

(I) Sctiap orang dlln/atau Badan yang alcan ruelakukan pembangunan menara wajib 
memiliki rekomeodasi dan izin operasional mcoara dari Walikota. 

(2) Pcmbcrian Rckomendasi sebagoimana dimoksud pada 11ya1 (I) wajib 
mcmperhatikan kctentuan perundang-undnngnn tcn1ang penatnan ruang, nspek 
kcaroan,m, clan kepentingon umum. 

Bagilm Kedua 
Mekan1$mc Perizinao 

Pasal3 

(I) Pcm1ohonao Rckomendasi diojukan secara tmulis., tanpa dibubulu wctera.i. oleh 
peoycdia merwa atau_ ora.ng/badan yang dibcri kuasa kepada Walikota mclalui 
Kepala Satuan Kerja Perangk111 Daerah yang bcrwenan.g. 

(2)Pengajuao permobonan Rekomcndasi s.:bagaimana dimaksud pada aya1 (I). 
bllntS dilampiri persyaratan yang 1.elah ditentukan. 

(3)Dalam membcrik.an atau menolak pennobonan Rekomendasi scbagaimana 
tlima\rsud pada ny111 (I), didasarkan pada kelengkapon pcrsyaratan. 

Dagian Ketiga 
Persyanitao Rekom~odu i dan 

lrio Operuional Menara 
Pasal 4 

(l)Pcrsyaratan pennobonan Rekomcndasi sebagai berikut: 

a. persyaratan administi:atit; dllll 
b. pe~tan 1cknis. 

(2)Pcrsyaralan administrarif Rekomcodasi sebagaimana dimaksud pada aynt (I) 
huruf a, terdiri dari: 

o.. Foto kopi ka.rtu I.Wlda penduduk pemohon dan pemilik tJlJlah; 
b. f'oto kopi surat kepcmili kan tanah/bangunan; 
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c. footo kopi surat perjanjian sewa pemakaian 1nnah/bangunan 
d. d.Akta pendirian perusahaan bcscrta perubahWU1yo yang tclah disahkan oleh 

Departemcn Rulcrun dan HAM; 
c. Sw-at pemyaJaan siap menjadi mcnara bersama; 
f. PersctttiUll.11 \Vlll'8ll sww.r, 
g. Kajian Liogkungan ; 
h. Surat Keterangan KKOP sctempat. 

(3) Pcrsyaratan 1eknis Rekomcodasi sebagaimnn:I dimnksud pada ayat ( I ) huruf h, 
mengacu pada S1'{} alau standar baku yang berlaku secnro intcrnasionaJ scrta 
1t,rtuang dalam bentuk dokwnco teknis sebag.ni berllrut: 

a. Advis Planning dari instansi terkait; 
b. Gambar lokasi menara dan spcsill~i men~ 
c. Gambar Mopping KoonlinaL 

(4) Pcrsyaratan lzin Opersiooal Mcnara: 
a. F'oto kopi KTP pemohon; 
b.Foto kopi SITU/RO mcnara; 
C. TMB Mc.nara; 
d. UK UIJPL; 
e. Aki.a pcmliriun perusahaau bcscrta perubnhannya yang tclab disahkan oleh 

Depa:rtemen Hukum dan HAM; 
f. Bukti setor Reirebusi Pengendaliao Mcnara Telekomunikosi. 

Bagian Keempat 
Rekomendasi 

i>fl!ial. s 
(l)Masa berlaku Rekomendasi ndalah 6 (eo:im) bulaii 1.erhit.ung sejak tanggol 

ditetapkan dan dapa1 diperpanjang. 

(2)Jika pemegang Rckomcnd!L~i melnnggar larangan, 1idak melaksanak.an 
kewajiban, dan/atau tidak mcmenulu persyaratan yang ditentukan dalam 
Rekomendasi, maka Rekomendasi terscbut dapat dicabut dan batal demi 
hukwn. scbelum berakhimya jangka .,,;aktu scbagaimana dimaksud pada 
ayat (I). 

(3)Apabila jangko waktu Rckomendasi scbagaimana dim:iksud pada ayat (I) 
terlcw11ti dan belum dilnkSllJlnkaii kegiatan pembangunan menara, make 
Rekomendasi terscbut secara otnmatis tidak bmaku don bagi pemegang 
Rekomendasi diwajibkan untuk meng.njukan kcmbali perrnohonan 
Rekomendasinya. 

(4)Tata cara perpnnjnngan Rckoml'Dda's.i sebagaimana dimaksud padn ayat (I) dan 
pengajuan pem1ohonan kembali Rckomcnda.5i sebagnimana diroaks11d pada 
nyat(3), dilak.sanakansesuoi kclCotuan peroturon perundang-undangan. 

Bagian Kelima 
Kew•Jlban dao Hak Penwhon 12.in danPemberi lzin 

Pua16 

Pcmohon kkomcndasi berkewajiban: 

I. Melakukan langkah-lang.kab penanganan gangguan yang muncul atas kegiolOII 
US!lhaiiya dan dinyatakan sccara jela.s dalom dokumcn lingk:ungan scsuai 
kctentuan perarumn pcrundang-urulangan; 

2. memenulu selwuh persyarotan P','Tizinan; 
). me:njamin scmua dokumca yang diajuknn adalah benar dan $Oh; 
4. membantu kelancaran proses pcngurusan lzin Gongguan; dan 
S. mchilcsaual<Jm seluruh tahapan prosedur perizinaa. 
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Pa.sat 7 

a. Mendapatk.an pelaynnan yang bedruaUtas ~'Uai dcng;m asas-asas dan 
rujuan pelayanan serta scsuai st.o.ndnr pelayanan minimal yang 1elah 
clitentuklln; 

b. mcndapatk.an lremudahan untuk mc1upcroleb infonnasi seleng)mp­
lengkapnyn tentaog sistern. mekanism", dan prosedur perizinan; 

c. mcmberikan saran Wltuk perbaikao pclayamm; 
d. mendapntkan pclayanan yang lidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan 

ramab; 
e. mempcrolcb kompensasi dalam ha! tidak mendapalkan pclayaonn sesuai 

sumdar pelaynnao minimal yang telah ditc111pkon; 
L menyampaikan pengadWln kepada peoyek-nggara pelay8JUIJl; dan 
g. mendapatk.an penyelesnian atas pengadunn yang diajukan sesuai 

mek8Jlisr.nc yang berlaku. 

(2) Stnndar pclayanan minimal sebagaimana dimaksud pada nyn1 (I) huruf a clan 
huruf e, berpcdnman pada kc1en1uan pcraturnn perundang-undangan. 

Bagtan Kecoam 
Jangka W11ktu Penyelesalan Perizinan 

Pual8 

(I) Proses pcncUtian dan penyclesaian dokumcn persyamtnn ndministratif <lan 
dokumen persynrman 1eknis Rckomendasi scbagaimana dimaksud dnlnm 
Pasal 4, paling lama cliselcsaikan. 14 (empal bell!$) hari kerja terhitung scjak 
dokumen administratif dan dokumen teknis diterima scru dinyat.akan 
lcngkap. 

(2) Apabila dokumen pcrsyaratan administrotif dan dokumen pcrsyaratan teknis 
yang diterimn belum lengkap, Dlnas Komunikasi dan l.nfonnalika, wnjib 
menyumpaiknn informa.si kcpada pemohon izin paling lama .3 (tiga) hari 
ketja tcrhitung sejak dokumen dilcrima. 

Bagian Ketujuh 
Kelalkan Fungsi Baugunan Merutni 

Pasal9 

(1) Kelai.k.an fungsi bangunan mcnara yang berdiri di atas tanah dilakukan dslam 
jnngks wakt'U 10 (sepuluh) tnhun, kC(;Uali terjadi kondisi darurat. dan 
mclapori:nn hnsil pcmoriksaa.n kelailron fungsj ~gwum mcnara kcpad11 
Walikotn sccara beckala sctiap tnhun. 

(2) Paling lama 1 (satu) tahun sekali, banguoan meoara dilakukan pemerik.saan. 
pcngawasan, pengccekon, pengcndalian, don peoanggulangan dalam rongk.a 
mcl}ingkatknn roso aman, nyaman, dan tentcram bag,i masyarakru di sekitar 
lokasi bangw1an menam. 

(3) Pengawasan, pengecekan, pengendalfan. dnn penanggulangan bangunnn 
menar.i sebagaimana dimaksud pad.a oyot (2), di.Jakukan oleh Pemecintah 
Koia, pcmil ik, penyedin, dan/a!Bu penyelenggara tclekomWJi.kasi selnku 
pengguno bangunan mcnar.i. 

Pasa_l 10 

Kdaikan fungsi bangunan menam yang mcnjadi satu kesntuan konstroksi deng:m 
bnngunan gcdung mengikuti kcl1..'llluan peraturan pcrundang-undnngan mcngcnai 
bangunan gedung. 
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Bagian Kedelapa:n 
Penempalan Anten11 di Alas Gedung 

Pasal JI 

(I) Peoyclenggam telekomunikasi dapat meoempaikan: 
a. antena di atas banguwm gedung, dengan ketinggian srunpai dcngan 6 

(cnam) meter dari permukaan atap bangunan gcdung sepanjnng tidak 
melampaui kctinggian mnksimum sclubung bnngullJID gedung yang 
diizinkao, don konstruksi bangunan gedung maropu mendulmng bebao 
antena; dan/atau 

b. antenn yang mclekat pada bangunan lainnya seperti papan rckJame, Liang 
lampu penernngan jalan dan scbngninya, sepanjang konstruksi 
bnogunanuya mempu meodukung beban anteon 

(2) Anteoa yang dibangun dial.OS gcdung lebih dari 6 meter dikategoriknn sebagai 
Menara Telckomunikasi. 

(3) Bangunan gc<lung apabila ditempatkan anlena sebag.nlmana dim~ud aynt 
(I). harus mempunyai Nkomeodasi don 1MB. 

(4) Lokasi dan pencmpatan antenll sebagaimnnn dimaksud pada nyat (I), wajib 
memcnµhj keten1uao rencann tata ruang wilaynh dnn kcselamatan bangunan, 
kco.manao, scrta mentenuhi 1:.s1ctika. 

(5) Terhadap penempatan anlcna sebagaimana dimak.sud pada aya1 (l) huruf a 
dan hurufb, hams mendnpatkan lzin Oanggunn. 

Bagian_Kesembllan 
Penyediun clan Pcngdolaan Banguna_n Menan 

p115aJ 12 

( I) MeMrA discdlakan oleh penycdia monaro. 

(2) Penyedia mennm scbagaimnna dimaksud pada ayat (I) merupakan: 
o. pcoyelenggara tclekomuolkasi; alau 
b. bukan penyeleoggara tclekomunikasi. 

(3) Pembangunan mcnara barus diloksanakan olch peoyedio jasa konstruksi. 

(4) Peoycdia menarn yMg bukao -penyclenggara tclekomunikasi, pcogclola 
menara atau pcnyedia jasa kons1ruksi uotuk mcmbnngun menara barus 
pcrusahaan DllSionnl. 

Paul l3 

( I) J>cncmpalan lolulsi menara tolokomunika.si dibag.i dalt1m wilayah/ZOl.lli dengllJl 
memperhatiko.n potcnsi kctersedinnn lahan, pcrkembangan tcknolo6. 
pennintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kcpadatan pem:ikaian jasa 
tclckomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penauinn ruang kot.a, Lala 

bangllnnn, cstitilut clan keamanao lliigkungan serta kcbutuhan telckomunikasi 
pada umumnya 1ermasuk kcbutuhan Juasan areamenam. 

(2) Penempatan lokasi mcnnrn sebagaimana dimnksud pada ayat ( I), harus scsuai 
dengan cell pinning. 

(3) Cell planing sebagnimana dimuksud pnda ayal (2), dapat diberikan. maksimo.l 
radius 200 (dua ratus) meter. 

(4) Mmam tclekomunikasi yang beradn pada zona cell planing menara eksisting. 
harus dipergunaknn oleh minimal 3 (t:ig.n) pcnyeienggll11Wl t.elckomunikasi. 

(5) PembangUIJan menara telckomunikn.~i bcrsama pada 1.ona mcnara baru 
minimal dipergunakan oleh 5 (lima) pcnyelenggara tclekomUDikasi, dan 
pembangunan menara berikutnya memperhatikan liogkai penggunaan menara 
eksisting. 
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(6)Dalam rangka pengatul"llll persel;,aran penempamn menara, maka setiap 
pembaogunaa menaro telekomunikasi, harus mendapal rekomendasl dari 
Walikota melalui DioasKomunikasi dao lnformntilca. 

(7) Cell planing scbagaimana dimak~•d pad.a ayat (2), terointum dallllD 
Lampiran I dao Lampiran [l dan morupakan bagian yang tidak tcrpisahkan 
dari Pcraturan Daerah ini. 

(8) Mcnara Telekomunikasi yong didirikan dipermuk,aan tanah dapat dibangun 
dalam bentuk standar rangka baja dmi/atau pada orea \vilayah tertentu dengan 
memperbalikan Mpek estetika kota baros dalam bentuk kamuflase. 

(9) Mcnara telekomuniasi yang didirikan dialaS gedung hams dibangun dcngan 
tidek bolcb =ampak.ao sebagal baogunru1 menara dan hnrus menyatukan 
dengan bnngunan yang sm.lah ada. 

·(10) Bagi mcmara eksisting baik yang bcrdiri diatas lanah maupun diauis geduog 
pada lokasi yang dapat mempcngaruhi esterika kota antara Jain dipinggir jalan 
protokol/kaw-a.san pllW kota/pusat keramaian/daerah wisata atau scjcnisoya, 
secara bertahap harus menyesWlikan bentuknya dari bentuk menara 
konvcnsienal/rangka biasa menjadi benluk menara kamuflnse. 

(I I) Pcmbagio.n wilayah didasarkan pada, kelinggiau rncnara telekomunikasi, 
terdi:ri dalmn 3 (tiga) ,,iJ.ayah, yaitu: 

a. Wilayah I : 
Pc.mbaogunan menara telekomunikasi dari pcnnukaan !anah dengan 
batasan ketinggian ruaksimum 50 meter meliputi Kecamatan llir Timur l, 
.Kal.idoni, l,lir Barat I; llir Barnt 11, Buldt Kccil, l1ir Timur n, Sukarame, 
Kemuning, Sako, Scberang Ulu 1, Sebetang Ulu IT. 

b. Wilayah II : 
Pembangunan menara tclckomunikasi dari pennukaan tanal1 dengan 
'bata$111.1 ketinggian maksimum 72 meter meUputi Gaud.us, Scmatang 
Borang, Alang-alang lebar, Kcrtapali, Plaju. 

c. \Vilayah IJJ : 
J>embangunan mcna.ra tclclcomunikasi yang 1/erada dalnm wilnyab KKOP, 
harus mendapalkan rekomendosi dari l.listansi yaag berkompeten dalam 
pengaturan keselamatnn pcncrbangan. 

(12):P.eoempatan titik lokasi menara telekomunikal;i diatas bangunan gedung : 

a. Penempalan menara tclekoruunikasi di at.as gedung $all\pa.i dcngan 
ketinggian. 4 (empat) lantai, ketinggian menaranya maksimuni 25 (dua 
puluhlima) met.er. 

b. Penempatan menara telekomunikasi di ataS gooung sampa.i dengan 
ke tinggian 5 (lima) lantai Slllllpai dengao 8 (<lelapan) lantai, ketioggian 
mcnaranya maksimum IO'(scpuluh) meter. 

c. Pcoempatan. menara telekomunikasi di atas geaung sampa.i dcngan 
ketinggian 9 (.sembilan) lantai dan .nuiu lcbih ketinggian mena:ranya 
maksimum 6 (cnam) meter. 

(13).T<husus untuk mcniµil yang digunaknn sebagai tnmsmisi jaringan 
telekomunikasi ur.runa (backbone) yang dikecualikan dari ketenluan. 
sebagairu:aoa dimaksud dal.am Pasal 4 dan Pasal 6, harus disertni su.rat 
kesangguP.811 dari Pemilik menara untuk membongkar rneJ.1ara jika menar.t 
yang dimaksud diketahui tidak digunakan sebll&Si menara jaringan backbone 
atau kebemdaannya berteillrulgan deogan_ ketenruan peratunut pCtundang­
undangan yang berl.alru. 

Pa.sall4 

(I ) Menara yang dibaogun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung clan 
idcnlitas hukwnyangjeln.._, 
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(2) Sarana pendukung sebar.airoana di~d pada ayaL(l), terdiri dari: 
a. pentanahan (grounding); 
b. iastalasi ~11yalur petir. 
c. ca1u daya; 
d. lampu hall!ngan penerbangan (aviation obstruction Jight); 
e. marka balangan penerbangan (aviation obstrucllon marking);dan 
f. pa.gar p,.~gaman, 

(3) ldcntitashukuoi sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. nama ~ m~a; 
b. lokasi danJcoo:r.dinat mcnara; 
c. tinggi .menara; 
d. tahun pembuatau/pemasangan mcnara; 
c: penyedia jasa konstruksi; 
f. bcban maksi.mum mcnara; 
g. nama pengguna menara; 
11. IMllmenara 

Pasa115 
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Peny;;c!ia menara atau pcmgelola menara_ bertanggwig jawab terhadap 
pcmeriksaao berkala bangunan me.nam dan/atau kerugiM yang timbuJ akibat 
runtuhnya selurub dan/atau sebagian bangunan menata. 

Bagian Kesepuluh 
lzin Operasiooal Menan Bcrsatila 

Pasal 16 

(I) lzin Operasional M.enara Bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh 
Walikota m~lalul DiDllS Koruunlkasi d_an lnfoanatika. 

(2) J1jn Operasional Menam Rersama Telekomunikasi di.lakukan daftar ulang 
seliap I (satu) lahun sekali. 

(3) Pennohonan ijfo sebagaimana dimoksud pada ayat (2), untuk setiap 
menara dilampiri persyaratan sebagai be.rikut : 
a. Poto kopi· KTP pemohon, 
b. Surat kuasa yang sah dari penisahaan apabila diurus oleh pihak Jain; 
c. IM8 menai:a; 
d. lzin gangguan; 
e. Surat perjanjian pengguna menara bersama amara ix;milik menara 

(Provider) dao operator selluJer (Te/co operator); 
f. Surat pemymoansangg11p mcngganti kcrµgiankepa4a warga masyarakat 

apabila terjadi kerugian/kerusakan yang dinkibatkan oleh keberadaon 
roenara tclckomu11ikasi yang dibaogun dan cliop<,>raSikan; 

g. Penyclcnggara telekoomoikasi alau penyeilia menw:a yang telah 
mcn:ibangun roenara harus. Jllengasuransikan unb.lk mengnntisipasi 
jika terjadi suatu maupun kcrusakan material akibat bangunan lower 
dimaksud dibuktikan dengan pi)lis asuransi; 

h. surai kcsanggupan mem.bongkar Menara Bersama 
Telekoinunikasi apabila sudah -tidak dimanfaatkan kembali a tau habi.s 
maso perij inannya atau keberadaatrnya bertenlall~ dengan 
kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlak.u; 

i. Gambatteknis., mcllputl : 
- peta lok.asi 

Peta. situasi lokasi; 
sileplan; 
denah bangunan J: I 00; 
tampnk. potongan,rencana pondasi I: 100; 
perhirungan struk'1Ur/konstruki;i; 

- uji ponyelidi.kan tanah; 
grounding (penangknl petit); 
titil< koordirun (dari OPS) 
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j . Su~n pernyataan dari pemilik menara te.rhadap pe.ngg\lnaau meuara 
bersama pada 1.ona eksisting 3 menara minimal 3 operator sedangJmn 
pendirian menara baru di zona cksis(ing disesuaikao dengan ketentuan 
pendirian menara bersomn sedangknn pembangunan menlU'B barn ·di rona 
penyebaran baru (t;?// p/u,r) maksinuil 2 lilenani dengan masing-masing 
waksimal 5 operator. 

(4) Setiap o~~tor yang akan bergabung dengan menara tclekonnmiliasi wajib 
mclapor ke Dinas Konmnikasi dau lnformatika d.eagan ruelampirlcao : 
a. Poto copy surat pcrjanjian aruara penycdia meoara tlllekomunim bersama 

dengan pihak operator yang be~gkutan. 
b. Poto copy Kanu Tonda Penduduk 

Pasal17 

(l) Perubangunan menara yang dapat diiziakaa adalah pembangunan menard 
ber.;ama. yang memenuhi persyaralan sebagnimana diTlltlksud dalnm Pasal 4. 

(2) Pemhangunan menara bersama (khusu.~ mcnara baru) sehagalmana dimakslld 
pitda ayat (1 ), dapat dilakuk'11Il oleb Badan Usaba ,'Ailik Daerah (BUMD) dan 
dalam mel.alrukan usaha pcmbangunan dan pengclolaan menara bersama, 
Badan Usaha Milik Daerah,(DUMD) dapat beketj=rna dengan pihak ketiga 
dengnn prinsip soling menguntuogkan. 

Passi 18 

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan ke-sempatan yang 
sama tan~ diskcimioasi kepa¢i penyelenggnm tele.komunikasi untuk 
menggunakan menara sc<:ara b..'l:SSOla-sama sesuai kemampuan teknis menara. 

Pas.aJ19 

(1) Penyeilia menara atau pengelola menara wajib memperhatikon ketentuon 
perundang_-undongan yang tetkait de11gan larang!lJl praklck monepoli clan 
persaingan usaha tidak sehat. 

(2) Penyedia menam alllu pengetola DlCJJM! wajib meoginformasikan 
ketersedlaau kapa_sila!i mt;aaranyil kepada calon penggurut mennra s~nra 
transparan. 

(3) Penyedia .meilara atau pcngelola meoara wajib meaggunalmn sistem antrian 
dengan mendahulukan calon. pengguoa menara yang !ebih dahulu 
menyompaikan.pennlntaan pcnggunaan menar.i-oengan tetap mempechntiknn 
ke(ayakan dan kemampuan. 

Pasal-ZO 

Pemerintah Kota wajib memperhatikan ketentuan perundanguadangan yang 
terkait der,igai1 larangan praktek monopoli clan persaiogan usaba tidak sebat dalam 
membcri.kan Rekomendasi. 1MB Menara, izln opera.sional meoara dan lzin 
pe·nggunaan menarn bersama di Daerah. 

BAB ID 

RETRIBUST 

Ba_gian Kesatu 

Nama, Objek, d.llll Subjek Retribnsl 

Pan1 21 

Dengan ruuna Retribusi. Peogeodalien Menara Tclckomunikasi, dipungut rettibusi 
atas pemnnfrunan ruang untuk pcndirian /pembangunan. menam ~lekomunikasl 
dengan mempernatikan aspek Lat.a ruang, keatnanon, dau.lrepcntingan umum. 
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Paul 22 

Objek retribusi adalah pemanfaa1an ruang untuk peodirian/pembangunan 111cnara 
dengan mcmpcrhatikan aspek 1ata ruang, keamanan, dan kepeotingnn umum. 

Subjek retribusi adalah orangpribadi atau b.adan.yWJg memanliialkan n,iang untuk 
~11ditia11/pembangunau mcuara tclekomuni.kasi. 

Bagian K~dua 
Golongan Retribusi 

P8llal 24 

Retribusi Peogendaliau Meoara Tclekomunikasi .adalah golongan retrlbusi jasa 
umurn. 

Bagian Ketiga 
Cara Meogukur T'rngkat P,mggunaan Jasa 

l'a,sal25 

Tlngka.r peoggunaan ja.~ diukur herdasorko.n frekuensi pelayannn pengawa.san, 
pengendali~ pengecekiul, dan pell18Jllauan ierhadap · perizinan milnar-a 
telekomwrikasi, keadaan fisik meoara leh,komuoikasi, dao poleasi kemungkini!II 
timbulnyo gangguan ntas berdirioya menoro yang dilaksanakan drul diberikan 
oleh Pem¢ntah Kota. 

B_agi_an Kecmpat 
Prinsip dan S~n dalam Penehtpan Struktur 

dan Daamya Tarif 
Pasal 26 

(1) Prins.ip dan so.saran dnln.m penet!IJ)llll besomyn truif Rettibu.si Pengelldalian 
Menara Telekomunikasi clitetapkan dengan mempm'hatikan biay;i penyediaan 
jasa yang bel'Srulgkutan, kcmampuao masy811!kat, aspek keaclilao. dan 
efektivitas pengendillian atas pelo.yanan teT!iehui. 

(2) Biaya penyelenggaraan jasa Pengcndalian Menara Telekomunikasi 
sebngl3imann dimaksud padn ayn1 (l) mclipu1i biaya opcrasi dan 
pcmeliharaan, biayo. bunga dan biaya modal. 

lhg!an Kellina 
WUayab Pemungutan 

PasaJ 27 

Rctribusi yang Lcrutang dipungul dalam Daerah tempat pelaynnnn jasa dan 
fasili1as yang diberikan. 

Bagian l(un.am 
.Desamya TaritRetrlbusl 

PasaJ 28 

Seliap orang -dan/atau badan yang mendapatko.n pelayanan pengaWB.Sjlil dan 
pengendalian meoara oleb Pemerintah Kota dikenakan retribusi sebesar 2% (duo 
persen) dari nilai jual obj ck Pajak Bumi dan Bangunan (l'BB) mcnara. 

Bagian Ketujub 
Tata Cara Pemungutatl 

Pasal 29 

(I) Reta'bw.i Pengendalian Menar:a yang, teruto.ng dipungut de·ngan r;uenggunakan 
SKRD ataU ttokumen lain yang clipcrsamakan. 
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(2) Pemungutan Retrlbusi Pengendalian M~nam seba.gairoana dimak.sud l)?da 
ayat (1), yong terutang dilakukan di 1vilayah Daerah. 

(3) Dolnunen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa karois, lmpon, dan kartu langganan. 

(4) Petugas/pcjabat di lingkungan Dina~ Komunikasi dan Infonnntika yang 
membidangi pelayanan perizinan menara 1elekomunikasj, ditunjuk oleh 
Walikota sebagai wajib pungut terhadap retrlbusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l). 

(5) Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk sebagai koordinntor pemungutan retribusl 
sebagrumarni dimaksud pada ayat (I). 

(6) Mekanisme pemungutan retn'busi meruaa telekomunikasi dan tala cara 
pelaksanaan pengcndalienmenara, diotur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 30 

Dal8Dl hal Wajib Retribusi tidak memhoy!IT tepat _padll wnkn:myo atau kurang 
memhayar, dikenakan' sanksi administrasi beru_pa bunga 2 % (dua pen.en) setiap 
bul8Jl dari Retn"busi yans terul8Jlg y,nng tidak ntau lmrang di~Y-81' dan ditagih 
dengan menggunakan STRD clidahului Surat Tegll.lllD. 

BagianKedelapan 
M.asa Retribusi dan Saal Re:tribUBi Terutang 

Pwal 3l 

Masa retribusi adalah jangka waktu selwna J (satu) tahun yang, merupakan batas 
\\.'llktu hagl wajlb retribusi ltntuk. memanfaatkan jasa dad Pcmerin.tah Kot.a. 

PasaJ32 

Relribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD alau dok'1llllen lain yang 
dipersam~an. 

Bagian Kesembilan 
Tata Cara P"embayanm 

Pasal33 

(1) Pembayaran rctribusi dilalrukan di Kas Olil.Wll Dacrah atau di tcmpal lain 
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD 
atau dokumen lain :,.,mg di~makan. 

(2) Ualom bal ll<lmbayaran dilakukan di tempat leln yang ditunjuk scbagainuum 
din1a.ksud _pads ayai (J ), maka basil penerimaan retribusi liarus di:sctor keKas 
Umum Daerah selambal-lambatnya I ~ 24 jam (sa111 kali dutJ puluh empat 
jam) etau dalam wektu yang ditenrukan oleh Wal.ikota. 

(3) Tata. cam pembayaran rctribusi yang dilakuko.n di tempot Iain scbagaimana 
dimaksud pada ayat (l ), ditelapkan: dengan Peratman Walikom. 

Pa.uJ.34 

Pembayara1uetribusi harus dilakuknn secn.ra runai.l]unas. 

PasaJ3S 

(1) Peilibayaren retribusi scbagaimana dimaksud dalam 'Pasal 33, diberikan 
tanda bukl.i pembayaran. 

(2) Setiap pcmhayaran dicatal dal~ buku penerimaan. 

(3) Bentuk, isi. kualitas, ukuran, buku dan tailda llukti pembayaran rctribusl 
ditcteplcan dcnj?an Peraturan Walikota 
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Bagjao Kesembilan 
Penagih8ll RetribUHi 

.Pasal36 

(1) Pengcluaran SW'at Penagihan atau S.urat T!;guran atau Surat Peringatan at.au 
Surat lain yang sajenis sebagai awal tiudakau pelaksaaaaa peaagihan 
retribu.~i dilcehwkan segera setelall 7 (tujuh) harl scjak jatuh tempo 
pembayu.run. 

(2:)Dalam jangka waklu 7 (tajuh) bari setelah umggal Surat Peaagihan llUlll 

Surat Tegurnn atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, w·ajib 
retrlbusi bilrus meluna.5i retribU$i terutnng. 

,(3) Surc1l Peaagihan atau Surat T~guran_ atau Surat Feringntan atJUl Surat lain 
yang sejenis sehngalmana dimaksud psda ayat (1 ), di.kclua.rkan oJeh 
Wallkota atau Pejabat yang ditunjuk. 

Bagi.an Kesepuluh 
Pemanfaatan 

Pasa1 37 

( I) Pemanfaatan dari penerimaan masing-1Jlasiog jenis Retribusi diul'amakan 
untuk rneudanai kcgiaian yang bcrkailan lang:,.mg dengan pcnyelenggaraan 
pelayanan yang bersangkuum. 

(2) Ketenluan meagenai alo)(asi pelTlllDfoatan pcnerimaan Retrlbusi 
scbagai maoa dimaksud r,ada ayal (I). ditetap.kan clengnn Peraruran Daernh 
tcntang Anggaran PeadapiUan dan Befanja DaQrab. 

Bagian Kesebelas 
Pcngurangan, Keringanan dllD Pembebu8ll Re-tribu., .I 

Pasal 38 

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebllsan 
retribusi. 

(2) Tata cata pemberian peng:umngnn, keringana.n dan pcmbebasan retribusi 
sebagaimana dirnaksud pade a)'ilt ( I), diatur oleh_ Walikota. 

Bagian Keduabellls 
Keberatan. 

P asal 39 

( I) Wajib Retribusi tcrtuntu dapal mengajukan kcberaum hanya kcpada 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk rUas SKRD aiau dokumen lain yang 
dipersan1akan. 

(2) Keberatnn sebagnimeno dimaksud pa<µl ·ayat ()), dlajukan secara ter1Ulis 
dalam bahasa lndoaesia dengan discrtai olosan-olasan yangjclas. 

(3) Keberauui scbagaimana dimaksud pada eyat (1) dan ayat (2), barus 
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (llga) bulan sejak tanggal 
.SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu.dapa~ me.nunjukkon 
babwa jangka waktu itu tida:lc dapal dipenuhi karcna keadaan di luar 
kelmasooonya. 

(4) Keadaan di luar kckua~ya sebagaimana dimak.c;ud pads ayat (3), adalah 
suatu keadaan yang terjadi di luar kehcIJdak atau kekua.'wlllll \Vajib 
Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak mcnunda kewajiban membayar Retribusi clan 
pelnksanaan penagi.ban Retribusi. 



16 

Pau.140 

( I) Wolikota dalam iilngka waktu pilling lama 6 (enam) bu.Ian sejak tanggal 
Surat Keberal.an iliterima harus mcruberi kepumsan atas.keberatan yang 
diajukan dengan menerbitknn Sumt Kepurusan Kebe.ratan. 

(2) Ketentuan scb;igaimana dimaksud pada ayat (l) adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bQ&i Wajib Retribusi, bahwa keberatan )'cU!g diajukan 
hitru.~ diberi keputusan oh;h Walikota. 

(3) Keputusan Walikota alas kcberatan dapat berupa menerirua seluruhnya ruau 
sebagian, menolnk, atau menamb:ih besamya Retribusi yang terutang. 

(4} Apabila jnngka wnktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) lelali lewat clan 
Walikota tidak memberi suatu keputuSan, keberatan yang diajukan 1ersebut 
dianggap dikahulkan. 

Pasal 41 

( I) Jika -,pengajuan keberatan dikabulkan scbag.ian atau scluruhnya, kelebihan 
pembayor.m Retribusi dikembalika:n dengan ditambah imbalan bung.a 
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka "vakru paling lama 12 ( dua 
belllS) bulan. . 

(2) lntbalan bunga sebagnimana dimaks1.1d pada ayat (1), dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan ditcrbitkannya SKRD.Ll3. 

Bagian Kctigabdas 
Peogembalian Kele.bihan Pembayaran 

Pasal 42 

(I) Alas kelebihau pe:mbayaran Retribusi, Wajib Relribusi dapal mengajuklm 
permohonan pengembalian kepada WaUkota; 

(2) Wolikota dalom jangko waktu paling lama 6 (en.am) bulan, sajak 
diterimanya permohonan pe.ngembaliim kelebihan pe.mbayarnn Relribusi 
seba.galrnana dimaksud p11da ayat (I}, harus membcrikan keputusail. 

(3) Apabilajangka wakru sehagaimana dimaksud pada oyot (2) telab diJampaui 
dan Walikot.a tidak mcmbl-rik:an swrtu kcpulusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dik.ab1.1lkan dan SKPDI.B 
alau SKRDLD .harus diterbitkan. dalam jangka waktu paling lama I (sotu) 
bulnn. 

(4) Apabila Wajib ~etribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kclebihan 
pen1bayara11 Rctribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (i) Jangsung 
dipe.rhitungkan untuk melunasi terlebih dahul'u utang Retribusi terS.ebut. 

(S) Pengembalian .kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pads ayat (I) dilakukan dalam jangka wliktu paling lama 2 (dun) bulan 
-sejak diterbitkannya SK:RDLB. 

(6) Jika pengemJ,alian kelebihan Retnousi dilakukan seielah1 lewal 2 (<iua) 
bulan. Walikota orcmbcrikan imbalan bu.nga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan atas keterlambatnn pembayaNIJ\ kelebihan pe.mbayaran Relriblll>i. 

(7) T.n1.a csra pcngembalinn. kelebi.han pcmbayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I); diatur dengao Peraturan Walikota. 
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Bagian KccIDpatbelas 
KeaaJuw1ma Pens.gih11n 

Pasal 43 

(L) Hak umuk 01clakukan pcnagihaa Rctri.busi menjadi kedaluwarsa setelah 
mclampaui waktu 3 (tiga) lahun terbitwig scjak saat 1erutailgnya Retri~usi, 
kecu.ali jika \Vajib Retribusi melalrukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penaglho.n '&eflibusi sebagairuana dinull,sud pada ayat (I), 
tertangguh jikai 
a. ditcrbilkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan u!ang Retn"busi dari Wajib Re1nlmsi, baik langsung 

maupun ridak langsung, 

(3) Dalam ha! diten:,itkan Surat Tcguran se~aimana dunaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagiban dihitung scjak mnggal dlterimanya 
Surat Teguran tersebuL -

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) buruf b adalab Wajib Retribusi dengan kesadarannye menyatakan 
mnsill mcmpunyai u.tang Rctribusl ·dart belum melunasinya kepada 
Pemecint.ahKc;ita. 

(5) Pengakll:In utang Retribusi secarn tidak Jang.sung sebagairnaoa dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dapat dike1abui dari peugajuan permohonan angsumn 
atau penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib 
Retrlbusi. 

Pasal44 

{I) Piutang Retribusi yang tidak mungkin d it:agib lagi karena hak unluk 
mclalmkan pcuaglhan sudab ~edaluw11ISa dapat dlhapuskan. 

(2) Wal.iko1a rnenetapkan Keputusan Pcnghapusan l>iutang Pajak dan/atau 
Retribll$i yang sudah kedaluwarsa scbaga.imana ,fonaksud pada ayat ( I). 

(3) Tata cara peoghapusnn piUlllng Rerribusi yang sudah kroalu.warsa diatur 
dcogan Pcraturan Walikota. · 

B11gian Keli.mabelas 
Pemhokuao dan Pemeriksaan 

Pau l4S 

(l) Walikota berwenang me.lal'llkan pemeri.ksaan unluk menguji kepatuhan 
peme.nuhan kewajibal.l Retribusi dalam rangk.a melaksanakau pcraturiUJ 
perundang-undangan Retribusi . 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wojib: 

a. mcmperliha't:kan dan/atnu memi rijamkan buku ata.u calallln, dokumen 
yang roeajadi dasamya clan dokumen lain yang bcrhubungan dengan 
objck Rctribusi yang te.rutang; 

b. roembedkan keserupatan untuk roemasuki tempat atau ruangan yang 
diangga_p perlu dan memberikan bantuan gUJ.\8 kelan.caran pemeriksaan; 
dan/atau 

c.. memberikan keteraogan yang diperlukan. 

(3) Ketentuau lebih lanjut mengenai taui cara pemerik:saan Retribw;i diatur 
deogan Per;uuron Walikolil. 
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Bagian K~nambelas 
Sanksi Adminis1ratif 

Pasal 46 

(I) Setiap penyedia menara, pcmilik mcnom, dau penggunn mennm yang 
menyediakao, memilikl, dan/atau menggunnkan meoara tanpa dilengkapi 
r 1,in Gangguan dan 1MB Menara, dikenakan sanksi berupa: 
a. pering!llan tcrtulis; 
I,,. penghentian semcntara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan wnum; 
d. penutupanlQkasi; 
c. pencabutnn perizinan; 
f. pemballllan l)cizinan; 
g. pcmbongkaran bangunan; 
h. pemutusan aliran alir.m lisl.rik; 1.h111/atau 
i. pcmulihan fung.sl ruang. 

(2) Dalnm melalaikan pemutusan aliran 1.istrik sebagaimana diroaks11d pa:da: 
ayat (I) huruCh, Pemc-rinulb Kola bekcrja sama dengan P~roau TcrbataS 
(PT.) Pemsabaan Llstri.k Neg$.ra yang berwenang. 

(3) Tata cara -pen~naan Sllnksi sebagairuana climaksud pada aynt (1) clan 
ayat (2), dilaksannkan sesuai. ketentuan peraturan perundangundangan. 

BAB Vil 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 47 

(I} Pembinaan terhadap pelaks•msan l'craturon Dacrah ini dilo.kukan Tim 
Pcngcndalino dan Pengiw,= Menara Tekorounikasi B(?rsama. 

(2) 't:i.tn .Pengendalian dan Pengawasan Menara Te~omunikasi Bersama 
scbagaimana dimak.sud pada nyat (J ). dite1.apkan oleh Walikota. 

BAB VIII 
KETENTOAN PERALJRAN 

Pasal 48 

( l) Tecbadap mcnara existing yang sudnh memiliki lzin, ·cliwaj ibkan untuk 
mcngnjukan pennohonanizin mmard bersama paling l80lbat 3 (tlga) bulan 
sejak diundangkannya Pcraturan Daernh ini, npabila lebih dari 3 (tiga) 
bulan bclum mengajukan pennohonan. izin menarn bersama; maka akan 
diberlknn sanksi pencabutan izin. 

(2) Pengecualian. lerbadap kctehtuan sebagalmana dimaksud pada ayal (1 ), 
dibcrlakukan untuk menara bai;kbone )'Sllg l!8fUS disenai dengan surnt 
kesanggupandari Pemilik mettar;J uilluk mei11h<>ngkar men.arajikamenara 
dirnaksud diketahui tidak difungsikan sebagai roenara backbone atau 
bertentangan dengan .ketenn,an _pcrnruran perundang-undangan. 

(3) Terbadap m1:nara yang telah memiliki izin menara bersama t.liberi waktu 
l (satu) tahun untuk mengadakan pcnyesuaian dan mcm.atuhi ketcntuan 
dalam Pc:raturdII Oaerah ini, apabila ®IIUTI jnngka ,vaktu 1 (satu) 1ahun 
be.lun1 jugn mcnyesuaikan dengan ketenluan Per11t.uran Daerah ini, mnka 
akan diberikan sanksi dau denda sehagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
dan J?asal 52. 

(4) Terbadap mcn.ara cxiiing yang Udak memil.iki izin, diberi waktu I (sam} 
tahun untuk memindahkan dan bergabung dengan menam berizin dan 
apabUa dalam jangka waktu tersehut ridak diindabk,w. maka menara 
1elekomunikasi tersehut alam dibongkar 
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Pasal 49 

(I) Rekomendasi, lzi:n Oangguan, dan 1MB Menara yang diterbitkan ~belum 
berlakwiya Peraturon Dae.rah ini dan masil1 berlak-u, dinyatakan tetap 
berlaku. 

(2) Rekomendasi Menara yang •diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan 
Deerah ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan 
pembangWla.n met1ara. wajib dipcrpanjang mnsa berlakunya sesuai dengan 
ketentuan yang dialur <lalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Rekomendasi Menara yang diterbitkan. sebelum berlakunya Pemturan 
Qaerah ini, sudah babis masa bedakunya, dan sudah dilaksanak.an 
pemban~unan menma, tidok perlu diperpanjang mesa berlakunya. 

PaS11150 

1zin Gtlllgguun yang <literbitkan sebelum berlakunya Pe-caturao Daerah ini dan 
masih berlaku, masa hcrlekunya mengikuti ketentuan dnlem Peraturan Daerah 
inl. 

PasalSl 

,( L)Penno_hbnan Rekomenc!Mi, Izin Ganggmm, dan IMS Mcnara yang 
diajukan scbelum ~lakuoya l'er;aruran D~rah Jni dan sudah dibah11$ 
dan/arau diadakan eek lapangan olch Tim, tata cam penolak;in clan 
pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan kerentuan dalam PeratuJ'IID 
Dnerah ini. 

(2) Peanohonan Rekomenc!Mi, Izin Gangguan, dan 1MB Menara yang 
diajukan sebe.lum berlalcunya. Peraturnn Daerah ini dan l1elum diadakan 
eek lapangan oleb Tim, kepada Pemohon izin dtluuuskan untuk 
menyesuaikan dengan ketentuan dalan1 Peranu:an Daerah ini. 

(3) Ketentuan mengenai penolakan at.au pemberian Rckornendasi, lzin 
Gangguan, JMB Mcnara sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuao dnlrun Peraturan Daerc!l:t ini. 

BABIX 
PENYIDlKAN 

Pasa.l 52 

(l) Pejabat Pcgawai Negeri Sip i i tertentu di lingkungan Pcmcrlntah Kota 
diberi wev.1:nang khusus sebagal pcnyic:llk untuk melakuk.an !)(."llyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimru,ia dimaksud dalam Undang­
Undang Flukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wcwcruing .Penyidik sebagimana dimaksud pada ayal (!), ada!ah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterango.n ntau 

lapomn berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar 
kcterangan atau laporan tersebut menjadi hmgkap clan jelas; 

b. menellti, mencari, clan mengumpulkan kclcrangan mcngenai orang 
pribadi atau badan tentang kcbcnaran pcrbuata11 yang dilakukan 
sehubungan dcogao tindak. pidana dibidnng retribusi; 

c. meminta keterangan dnn bahan bukli dari orang pribadl atau badan 
sebubungan dengan ti.ndak pidana di bidang retribusi; 

<L mcmcrlksa buku, co.Iatan, dnn dokumen lain berlrenaan dcogan tindak 
-pidana-di bidang retribusi; 
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c. melakukan penggclcdaban untuk mendapatkan bahan bukti 
~ukuan, peocatntan, ciao dokwncn lain serta melal_'llkao penyitaan 
terhadap bahan bul..'1i tersebul; 

f. meminta banluan tenaga ahli dalam raogka pelak.S8Ill18.ll lugas 
peoyidikan tindlik pidana di bidang relribusl.; 

g. menyuruh berbenti dan/atau melarong sesroreng meninggalkan 
ruangun atau tempat pada saa1 pemeriksaan sedang berlangsung dan 
mcmeriksa identitas orang,, beuda, dan atau dokwnen yang dibawa 
sebagaimana cliroaksud pada huruf e; 

h. roemotret seseorang yang be~tan dcngan tlndak pidana di bidang 
retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar kelctangannya dan diperiksa scbagai 
tersangkn at.all saksi; 

j. menghintikan penyidi.kan; dan/atau 
k. melal-."Ukan ·tlndakim lain yang perlu untuk kelancaran J>l-'llYidikan tlndak 

pidaoa di bidang relribusi l!eSuai dcngan ketentuan peraU.1tan 
pe(Uildang-undangan. 

(3) Peoyidlk sebagaimana dimaksud J1<ld8 ay;it (I), membcritlihuk1111 
climulainya penyidikan dan menyampaikan basil peoyidiknnnya kepada 
Penunrut Umum roelalui Penyidlk Pejabal Polisi Negara Republik 
ltidum::sia, scsuai dengon ketentwm yang diatur dnlam Undang-Uodang 
Nooior 8 Tnhun 1981 tcntang Hulmm Acaro l>itlana. 

DABX 
KETENTIJAN PIDANA 

Pau153 

(1) Wajib Retribusi yang tidak mclaksanakan kewajibannya sebingga 
rµemgi.kan keuangan Daemh diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulnn al8ll _pidana denda pali.Qg banyak 3 (tiga) kali jwnJnh rotribusi 
rerutnng yang tidak a1a.u kurang bnynr. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, adalab pelanggamn. 

(3) Denda sebagaimaua dimak.sud pada ayat (1), merupak8JI penerim.aan 
uegam. 

BAB XI 
PF.NIJ'l'OP 

Pasal S4 

(I) Dinas Pcndapatan Tulerah Kota Palembang sebagai koordinator 
pemungutan Retribusi Dacrah. 

{2)Dinas Komunikasi dan lnfonnatika sebagai pelaksana J>e.raturan Daerah 
lnL 

(3) HaJ-hal yang bersifat reknis belum diatur dalam Peratur8Il Daerah ini , 
~panjan.g mengenal tcknis pelaksannanny;i diatu.r lebih lanju1 oleh 
Walikota. 

Pasal SS 

Pad~ saat molni bcrlakunya Pemruran Daerah ini, maka segala ketentuan 
yang tiuak sejiuan dcngan ken::n~ian Pemturan Daerah ini dinyalilkan tidak 
berlaku. 
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Per.ilwan Datmth ini mulai berlaku pada tanggal diundaogkan. 

Agar setiap orcillg m~ngetabuioya. memerintahkan pengundangan Pc,c1turan 
Da~rah ini dengan penempamnnya dalam u:mbaran Dacrab Kota 
.Palembang. 

Oiund,11n1 m d1 pa:lunbJn9 
P-a(f;t'Dl""JOII 3 - f - 2011 

&o><IIEt"RIS DAERAH 
~On", r.\LEll8AHG 

C:,,,.::!.~ · . 
LEMBA..R.AJ'.OA!.RA}(XCTA J>,LI FUS.&NO 

TAHI/H 0011 KOMOR.. 4 ~ • C 

Ditetapkan di Palembang 
padn lfillggal 3 Januari 2011 


